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Dewan Pers:

Aliansi Global

untuk Hak Cipta Jurnalistik

Indonesia mendorong tata kelola rovalti global untuk musik dan jurnalistik melalui WIPO,
termasuk merespons tantangan Al dan memperkuat perlindungan hak cipra.

JAEARTA, KOMPAS — Pemorintah
Todanesia terus mendorong ini-
statil unluk mempebaiki tata
kelnla royalti musik dan jur-
nalistik i dunis internasional.
Twisiabit ini juga divangkom da-
Lam propusal vang menckankan
Penguatan  ekasistem melahd
I trans-
. dan in-

[misiatif untnk menperhaiki
tata kelola rowslli muosik dan
jurnalistik ditunjukkan Tndane-
sia melalni Kementerian Hu-
leny dalam Sidang Unom Q-
vanisasi Keksyaan Intelektual
Dunia OWorld  Intellec
Property Dhrganization, WIP)
di Genews,  Swiss,  Senin
(6/7/2020).

Menonggapi hal ini, Kelua
Komisi Digital dan Sustainahi-
lity Dewan Pers Dahlan Dahi
menyampaikan, upava tersebut
merupakan tnistalil yang bages
dalam memperkuat ekosistem
medi massa i Indonesia Se
haky, hak cipta mernpakan ma-
saluh inlermasional.

Selama ini, persnalan hak
cipta memang menjadi su ln
fas negara sang semakin kom-
pleks seiring dengan berkem-
bamgwa distribusi konten di-
gital dun leknologt kecerdasan
batan (A, Ofeh karena ing,
perlu kesepahaman dan me-
kamisine bersama antamegarn
agar hak ekonomi para peme-
gang hak cipta tetap tedindung
di tenpgsh pesitmyn  perkem-
Trangan tekcelogi

“Helain itu, masalsh platform
dan pers juga masalab gobal,
Aliansi global salah satu cara

membangun  ckosislem pers
yvang sehat.” njar Tiahlan ketika
dihubungi, Selasa (775

Jangan hanya LMK

Tiahlan menilai, skema regeal-
11 merupakan instrumen pen
ting nntik mendukamg keher-
lamputan induslrl pers nasional
i rengal perulahgn closistem
media digital. Mal
misme pembayamn
harya cipta jurnal
¥ tak honen mesgandalkan
atau melalut it
boga Manajenen
{LMK).

Menurut Dahlan, LMK me
rupakan salsh satn mekanisme
yang tepat wntuk mengebola dan
menyvalurkan rovaltl,. Namun,
perle dibuka puls mckanisme
T s-ti-hosiness (R2E) atau
Ferja s g ung anbars, per-
usahaan pers dan penpguna
komten.

Mekanisme BLR telah her-
langsuny lama dan menjodi
praktik vang lazim dalam in-
dustri pers. Jika LME dijsdikan
satu-satunye  saluran pemba-
yaran rovalll, hal it berpolensi
melahirkan  peeantata barn
yaumg ustru membal perusaha -
an pers hevganting pewda kiner-

Kolektif

Jja lembagia tersebul.

IH &igi lain, keberadaam LAME
tetap dinila penting. lerutama
unkuk mengeloda royalti dari
pengiun karva jurnalistik yang
behwm dagat dijangkan lang-
sung oleh perusshasn  pers.
Skeana hibrida yang  meng-
dabungken  mekanisme LMK
don B2 dipaodang  sebagal
kombinasi yang paling idesl un-

Lok mclindung: hok chonomi
permsahaan ers abanpun jur-
nalis

Sehelummya, Tewan Pers ju-
g belah melidodean inisialif,
lah satunga mengnsulkan agar
sebiprpengrunann keova jur-
nalistik untuk kepentingan ko-
mersil wagih berlisens dan di-
kenal pembararan | -
bagai -bagian- dan revisi Un-
dang-Undang Momore 28 Talun
2014 tentang Hak Cipla
Melalui revisi UL Hak Cipra,
Dowsn Pers ingin meletakhsn
Barva jurnalistile sebagai karva
yuny harus memiliki hak éko-
nom, Stealegh ind menjadi fokus
mengingat ketentuan hak cipta
yurtg lama sehenarmyi mencn
petkan karva jurnalistik praktis
Lanpa ailal ekonomi

Sant ind, platform digital, me-
s pengar, mediy susial. hingga
layanan Al generatit masib da-
pat menggunakan karva jur
nalistik secara behas Namun,
meladun revist UL Hak Cipla,
getiap pibak vang memantaat-
kan kana jumadistik diwajib
e mempeamleh imin dari pe-
milik hak cipla dan membayar
roalti.

Muskd demikian, Dewan Pers
menegazkan, hak puhlik wnmmk
memperoleh  informasi Lelap
akan dijamin. Penggnmasn kar-
va jurnalistk unluk kepenting-
an sosial, pendidikan, dan pe-
nelitian  tetap  diperbolehbsn
tanpa kewajiban lizensi kareno
tickek bersitat kemersial

Komitmen pemerintah

Lralam Sidong Umum WIFD
di Geneva, Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas kembaly
menaparkan kontitmen Tndo-
nesia untuk lerus mendorong
inisiatif grma memperhaiki tata
kelola rayalll i dunia interna
sional.

Proposal Indonessa terkuit
taka kelola vegalti sudah dikahas

gl
dan Mak Terkuit
Commitees on O
Beluted  Hights)!
posal i memnperkuat ek
sistom melalui tiga prinsiy 3
i teansparans, alkmtad
dan interoperabilitas, E
digital pon dapat bekerja de
ngan lebih haik bagi industri
kreatif

Supratman - menyvehotkan,
berpljak puda landasan lerse
but, Indemesia joge mengajak
etz g nggola WP
untuk hersama-sama mereflek-
sikun dimensi-dimenst oo da
1i diskursus yang sama Selain
musik. lerdapal keberlanjutan
karya jurnalistik dan implikasi
Al techwdap atribusi serla e
mErasi.

“ladunesia juga menyimbul
Tk poses knnsultasi yang fe-
nah beclanpsung i UNESCO
atas rancangan Guidanes on
Fair Compensation for Ne

L

vang kami pandang hersifar
komplementer  dan saling
memperkat dengan dialog

berbasis hak cipla yang kami
dorang di WIPO" ungkapiiya
dulam dizlog tingkat menter di
Grenevi

Untuk  memastikan  proses
taka kelola rovalti beralar baik,
Indemesia  akan  mengadakan

Forum  Global  tentang  Tala
Helnla Rovalti Hak Cipea Lintas
Batas  (Global  Forum  on
Cross-Bovder Coprright Royal-
by Gueermaned) di Badi pada
Uktoher mendatang, Foram ini
Jugzi skan dibudind negr ang-
gt WP,

Sebelum dialeg tingkal men-
e, Supratmian melakukan
pertemuean tertutup dengan Di-
rektur Jemderal WIPCH Daren
Tang. Hasilnyva, Daren T s
ngat menghargai nisiatif Tn-
donesis dan mendurong untuk
teris berkomunikasi dengan
194 nepara anggota, Moin-poin
penting tata kelola rovalti se
lanjutnys akan dibicarakan da-
lam Sidang ke-49 SCCR pada
Desamber 2026,

Di samping melakukan ind
iatit di tingkat global. Kemen-
lerin Hukum juga telab me
respins wsulan Dewsn Pers ter-
Tt pevist UL Elok Clpta. Mo
lalui rancangan undang-undang
lersehul, Kementertan 1ukum
ingin - memherikan  kepastian
hukum dan memastikan karva
jurnalistik dapat ditarik royalt
unluk Lujuan komersial

Selain i, pemerintal juga
lelab menerbitkan  kebtjakan
prchfisher Fghts melalni Tee-
aluran Priswlen Noe 32,2024
tentang Tanggung Jawals Pep-
usahaan Platform Digital untuk
Mendukang Jurmnalisme Berla-
alitas, Hegulasi ini mewajibkan
platfonmn digital vang wiera-
lasthan karys jurnalistik mem-
Terikan kompensasi - Kepada
perusahaan pers melalol me-
lnmisime kerja sama bisnis,
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